PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 5 TAHUN 1964 (5/1964)
TENTANG
NI LAl TRANSAKSI RUPI AH DAN PEMBEBASAN ATAS | MPCR

Presi den Republik I ndonesia,

Meni nbang:

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963
tentang Pel aksanaan Deklarasi Ekonom dibidang |npor (Lenbaran-
Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pel aksanaan Dekl arasi
Ekonom di bi dang Penbeaan |npor dan Ekspor (Lenbaran-Negara tahun
1963 No. 38) perlu disesuai kan dengan keadaan pada dewasa ini:

Mengi ngat :

1. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang- undang yang termaktub dalam Staatsblad 1873 No. 35,
seperti telah diubah dan ditanbah sejak itu, terakhir dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963;

Mendengar : Presi dium Kabi net Kerja dan Panitia Kerja
DP.RGR

Menmut uskan :

Dengan nencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6
tahun 1963 tentang Pel aksanaan Dekl arasi Ekonom di bidang | npor
(Lenbar an-Negara tahun 1963 No. 31) dan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang Pel aksanaan
Dekl arasi Ekonom di bi dang penbeaan |npor dan Ekspor (Lenbaran-
Negara tahun 1963 No. 38);

Menet apkan:
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG TENANG NI LAl TRANSAKS
RUPI AH DAN PEMBEBANAN ATAS | MPOR

Pasal 1.

Dengan tidak nengurangi ketentuan dal am pasal 2 Undang- undang
No. 4 Prp tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 91) jo Peraturan
Pemerintah No. 43 tahun 1959 (L.N tahun 1959 No. 93) tentang
Penet apan harga mata uang rupiah, US. $ 1 = Rp.45,- maka untuk
i npor di adakan nilai transaksi yang berjumah US. $ 1 = Rp. 250, -

Pasal 2.

(1) Tarif bea masuk yang ternmaksud pada pasal 1 Undang- undang yang
t er makt ub dal am St aat sbl ad 1873 No. 35 ditetapkan 0, 50, 100,
300 dan 800 persen dan di susun nenurut Lanpiran dari Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa



tarif-tarif dal am pos-pos yang diikat dan di nasukkan sebaga
"Schedul e of concession” dari "General Agreenment on Tariffs
and Trade" (GAT.T.) tetap seperti sedi akal a.

(2) Bea masuk nenurut tarif yang di maksudkan dal am ayat (1)pasal ini
di hitung atas dasar nilai transaksi rupiah untuk inpor

(3) Perobahan persentasi tarif bea nmasuk pada ayat (1) pasal ini
di atur dengan Peraturan Penerint ah.

Pasal 3.
Atas penberian izin devisa untuk beberapa nacam barang Menteri
Urusan Bank Sent r al dapat nmenet apkan "Retri busi Khusus
LAAPLN" setel ah  nendengar Menteri Urusan  Pendapat an

Penbi ayaan dan Pengawasan.
Pasal 4.

Pel aksanaan dari ket entuan-ket entuan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni dil akukan ol eh Menteri Pendapatan, Penbiayaan dan
Pengawasan

Pasal 5.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 27 MNaret 1964.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SUKARNO,
D undangkan di Jakarta.
pada tanggal 27 MNaret 1964.
SEKRETAR S NEGARA,
ttd.
MOHD. | CHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH
TENTANG

PENGGANTI  UNDANG- UNDANG No. 5 TAHUN 1964
NI LAl TRANSAKSI RUPI AH DAN PEMBEBASAN ATAS | MPCR



UMUM

Dal am peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing tetap
US.$/1.- = Rp. 45, -.

D sanping itu untuk inpor, seperti halnya juga untuk ekspor,
di adakan nil ai transaksi yang sama tingginya, yaitu US.$ 1.- =
Rp. 250, -.

Atas inpor hanya diadakan satu nmacam pungutan, yakni bea nasuk;
pungutan atas rate (nilai kurs) valuta asing sepert
H P.N,HP.N -Tanbahan, H. P.N. -Khusus dan lain sebagainya
di hapuskan.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Cukup j el as.
Pasal 2.

Apabila peraturan 26 Mei 1963 nengenal hanya tarif bea 0,50
dan 100 perseN, yanG dipUngut atas dasar jum ah valuta
resm + HP.N, HP N-Tanbahan nenurut tiga golongan
barang maka nenurut peraturan sekarang pungutan bea
masuk lebih terperinci, yakni dalam 5 tingkat bea
0,50, 100, 300 dan 800 persen.
Yang di kenakan tarif-tarif bea masuk 0, 50, 100, 300 dan 800
persen tersebut adalah pada unumya Kkatagori barang-
barang yang berturut-turut terperinci sebagai berikut:
O%bar ang- barang yang sangat eseensiil bagi kehidupan
ekonom | ndonesi a;

50%ahan baku, barang setengah jadi dan al at-alat yang
di perl ukan untuk penbuatan barang-barang yang akan
nmenghasi | kan val uta asing ataupun yang penbuatannya
di dal am negeri akan nenghemat penggunaan devi sa,
termasuk al at-al at transport dan konunikasi;

100%ahan baku, barang setengah jadi, dan al at-al at yang
di perlukan untuk penbuatan barang-barang yang
di t uj ukan untuk konsunsi di dal am negeri,

300%ar ang- barang jadi untuk konsunsi di dalam negeri
yang ti dak bersifat mewah;

800%ar ang-barang jadi untuk konsunsi yang bersifat
mewah.

Untuk |ebih dapat nenpergunakan tarif bea dikenudian hari
sebagai al at penting dal am nmel akukan politik perdagangan
[ uar negeri dan nenjam n proteksi industri dalam negeri
maka perubahan- perubahan presentase tarif bea mnmasuk
cukup bila dilakukan dengan Perat uran Peneri ntah.

Dengan demkian akan terjamn kecepatan tindak dari
Penmerintah, tanpa pula nenghilangkan nusyawarah dal am
Kabi net .

Prosedur perobahan presentase tarif bea masuk sedemkian itu
sudah biasa dil akukan di negara-negara |ain yang nenj adi
anggota C.C. C. (Custons Cooperation Council di brussel).



Seperti di ketahui Indonesia adalah anggota juga dari

CCCcC
Pasal 3.
Cukup j el as.
Pasal 4.
Cukup j el as.
Pasal 5.
Cukup j el as.

CATATAN

D dal am dokumen ini terdapat | anpiran dalam format ganbar.
Lanpiran-lanpiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
di t anpi | kan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
sal ah satu butir untuk nenanpil kan | anpi ran dengan nenekan TAB dan
kermudi an t ekanl ah ENTER

Hal aman 1-25
Si sa Hal aman

LAMPI RAN PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG-
UNDANG No. 5 TAHUN 1964 TENTANG N LAl
TRANSAKS|I RUPI AH DAN PEMBEBANAN ATAS | MPCR

TAR P BEA MASUK

Per at ur an Unum

1. Tarip bea-masuk terdiri dari tarip mninmum dan tarip mnmaksi mum
Bea-masuk yang ternuat dalam tarip bea-masuk ini adal ah
menurut tarip mninum sedangkan nenurut tarip maksimum
besarnya bea itu di gandakan, dengan ketentuan, bahwa barang-
barang yang dalam tarip m nimum tersebut di bebaskan dari bea-
masuk di kenakan bea-masuk nmenurut tarip maksi mnum sebesar |ima
pul uh perseratus dari harga.

Dengan keputusan Presiden tarip maksi num dapat di nyat akan berl aku
bagi barang-barang berasal atau didatangkan dari negeri-

negeri :

a. Yang nenperlukan Indonesia tidak sepadan dengan negeri -
negeri |ain mengenai urusan perdagangan atau pel ajaran
at au nmenper | ukan Indonesia secara yang di anggap

ber t ent angan dengan kepentingan ekonom | ndonesi a.

b. Yang tidak telah nengadakan perjanjian-tarip yang nengikat
dengan | ndonesi a.

Menteri UWrusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan akan
nmenet apkan lebih lanjut peraturan nengenai penyerahan
bukti dari mana asal atau di dat angkan bar ang- barang yang



akan di masukkan, yang baginya telah dinyatakan berlaku
tarip maksi mum

2. Untuk nel aksanakan tarip ini, maka barang-barang yang tidak
ternmuat dalam tarip dan tidak dapat digol ongkan di dal ammya,
di perl ukan sama dengan barang-barang yang tersebut didal amya,
yang nenpunyai persamaan yang terbesar nenurut sifatnya atau
t uj uan penakai annya.

3.Didalamtarip ini, yang di naksudkan dengan:

a. "D bungkus" (verpakt) tanpa sesuatu penjelasan |ebih |anjut
tentang jenis dan besarnya penbungkus, yaitu ssejuni ah
barang sebanyak 1200 gram atau kurang di dalam suatu
sel ubung yang seluruhnya atau hanpi r sel uruhnya
menbungkus barang itu, juga apabila selubung itu hanya
terbuat atau terdiri dari kertas, kain, staniol atau
| ogam perada atau bahan lain seperti itu ataupun apabila
sel ubung itu hanya di gunakan unt uk dapat
mem ndahkan/ mengangkut barang tersebut.

b. Barang dal am bentuk tablet (terkecuali kristal dan hasil
al am yang di potong atau di cincang atau di kerj akan secara
lain seperti itu, baik dikeringkan atau tidak), vyaitu
bar ang- barang yang di buat berbentuk tablet, pel, keping,
bat ang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu;

c. barang dal am bentuk benang atau pipa tergulung dan barang
seperti itu; dengan syarat, bahwa berat dari tiap bentuk
(atau jika bentuk itu dibagi |agi dalam bagi an-bagi an
yang lebih kecil, berat dari tiap bagian kecil) tidak
nmel ebi hi 200 gram

d"t.d.t." (n.a.g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak
pul a termasuk dal am pos | ai n.

e."d.s.d." (v.a.s.) yaitu dari segala jenis.

4. Ganbar, pigura, |ukisan dan barang lain yang tidak berbi ngkai
akan tetapi dinmasukkan bersama-sanma dengan bi ngkai untuk itu,
di perl ukan sama dengan barang-barang yang berbi ngkati dal am
nmel aksanakan tarip.

5.Menteri  Urusan Pendapatan, Penbi ayaan dan Pengawasan setel ah

nmendengar Menteri yang bersangkut an dapat dengan syarat - syar at

yang ditetapkan nenberikan penbebasan/pengenbalian sebagi an

atau sel uruh bea-masuk unt uk:

a. barang- barang untuk keperluan i badat unmum

b. binatang hidup, termasuk ikan, tanamtanaman dan bahan
tanaman untuk keperluan penbi bitan peternakan, perikanan
atau pertani an dan perkebunan;

c. barang-barang untuk proyek Penerintah Pusat atau Penerintah
Daer ah yang ber upa "public utilities" yang
di sel enggar akan untuk kepentingan kehi dupan rakyat tanpa
nmengut amakan pendapatan keuntungan |angsung di bidang
keuangan.

d. bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang nyata
untuk diolah dalam industri guna nenghasilkan barang
hasi| keperluan kehidupan rakyat umum jika pengenaan



sepenuhnya dari bea- masuk akan nengaki bat kan beban
terhadap barang hasil itu yang tidak sepadan dengan
harga dan beban atas barang hasil yang serupa, yang
di masukkan;

e. barang penbungkus dan barang jadi yang lain, yang ternyata

tel an diekspor kenbali guna pengeksporan hasil-hasil
| ndonesi a;

f. barang- barang untuk penbangunan proyek yang ol eh Penerintah
di akui sebagai proyek nasional, seperti nonunen tugu

nasional, tugu Irian Barat dsb.;

g. barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan
tehni k, kerja-sama dan penberian-penberian lain dari
Pemerintah dan/atau badan lain dari l|uar negeri kepada
Penerintah, instansi-instansi dan badan di dal am negeri
j 1 ka penbi ayaan barang-barang itu tidak di bebankan atas
anggar an bel anj a Negar a.

h. barang-barang hadiah untuk penakaian atau perlengkapan
| enbaga-1 enbaga ilnmu pengetahuan, seperti Universitas
dsb., sekedar barang-barang itu akan dipakai habis atau
akan tetap nenjadi bagian perl engkapan dari | enbaga yang
ber sangkutan, dan penbi ayaan barang-barang itu tidak
di bebankan atas anggaran bel anja Negar a.

i . barang-barang yang dituj ukan buat nuseum kebon bi natang dan
lain-lain tenpat pengunpulan serupa itu yang terbuka
untuk umum guna disinpan/dipelihara di dalamya; dan
juga barang; barang yang dinmasukkan oleh atau untuk
badan- badan hukum umum guna penghias |apangan, jal an
atau gudang umum atau barang-barang yang di masukkan
untuk diserahkan kepada badan-badan hukum urmum unt uk
tujuan yang serupa; ternmasuk pula naquette-nmaquette yang
ber sangkut an, segal a sesuatunya sekedar penbiayaan yang
ber kenaan dengan itu tidak dibebankan kepada anggaran
bel anj a Negar a.

6. Bea- masuk yang di sebutkan dalam tarip adalah jum ah prosentasi
dari harga barang atas dasar COST AND FREIGHT (C & F) di hitung
ke dal am Rupi ah nenurut nilai transaksi yang ditetapkan pada
pasal 1 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 5
tahun 1964.

7. Menteri W usan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan dapat, untuk
pengi nporan barang penunpang yang nyata bukan barang dagangan
dan barang kiriman yang tiba dengan pos, kapal |aut atau kapal
udara, sekedar harganya tidak nelebihi batas-batas sebagi an
atau seluruh bea-masuk yang ternmaksud pada ayat 6 Peraturan
Unum ini .

LAMPI RANPERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG No. 5 TAHWN
1964 TENTANG N LAl TRANSAKSI RUPI AH DAN PEMBEBANAN ATAS
I MPCR

TARI P BEA MASUK



Per at uran Unum

1. Tarip bea-masuk terdiri dari tarip mninmum dan tarip mnmaksi mum
Bea-masuk yang ternuat dalam tarip bea-masuk ini adal ah
menurut tarip mninum sedangkan nenurut tarip maksimum
besarnya bea itu di gandakan, dengan ketentuan, bahwa barang-
barang yang dalam tarip m nimum tersebut di bebaskan dari bea-
masuk di kenakan bea-masuk nenurut tarip maksi mum sebesar
i mapul uh perseratus dari harga.

Dengan keputusan Presiden tarip maksi num dapat di nyat akan berl aku
bagi barang-barang berasal atau didatangkan dari negeri-negeri
a. yang nener | ukan I ndonesi a tidak sepadan dengan negeri-negeri lain
nengenai urusan perdagangan atau pel ajaran atau
nmenper | akukan I ndonesi a secara yang di anggap
ber t ent angan dengan kepentingan ekonom | ndonesi a.
b.yang tidak tel ah nengadakan perjanjian-tarip yang nengi kat dengan
| ndonesi a.

Menteri Urusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan akan
nmenet apkan lebih lanjut peraturan nengenai penyerahan
bukti dari mana asal atau di dat angkan bar ang- barang yang
akan di masukkan, yang baginya telah dinyatakan berlaku
tarip maksi num

2. Untuk nel aksanakan tarip ini, maka barang-barang yang tidak
ternuat dalam tarip dan tidak dapat digol ongkan didal amya
di perl ukan sama dengan barang-barang yang tersebut didal amya,
yang nenpunyai persamaan yang terbesar nenurut sifatnya atau
t uj uan penakai annya.

3.Didalamtarip ini, yang di maksudkan dengan

a."di bungkus' (verpakt) tanpa sesuatu penjelasan |ebih |anjut
tentang jenis dan besarnya penbungkus, yaitu sejuniah
bar ang sebanyak 1200 gram atau kurang didal am suatu
sel ubung yang seluruhnya atau hanpi r sel uruhnya
nmenbungkus barang itu, juga apabila selubung itu hanya
terbuat atau terdiri dari kertas, kain, staniol atau
logam perada atau bagian lain seperti itu ataupun
apabila selubung itu hanya digunakan untuk dapat
nmem ndahkan/ mengangkut barang tersebut.

b. barang dal am bentuk tablet (terkecuali kristal dan hasil al am
yang dipotong atau dicincang atau dikerjakan, secara
lain seperti itu, baik dikeringkan atau tidak), vyaitu
bar ang- barang yang di buat berbentuk tablet, pet, keping,
bat ang, pipa atau bundar atau berbentuk lain tertentu;
barang dalam bentuk benang atau pipa tergulung dan
barang seperti itu dengan syarat, bahwa berat dari tiap
bentuk (atau jika bentuk itu dibagi |agi dalam bagian-
bagian yang lebih kecil, berat dari tiap bagian kecil
ti dak nel ebi hi 200 gram

c."t.d.t." (n.a.g.) yaitu tidak disebut tersendiri dan tidak plila
t er masuk dal am pos | ai n.

d."d.s.d. (v.a.s.) yaitu dari segala jenis.



.Ganbar, pigura, |ukisan dan barang lain yang tidak berbingkai,
akan tetapi dinmsukkan bersama-sanma dengan bi ngkai untuk itu,
di perl ukan sama dengan barang-barang yang berbingkai dal am
nmel aksanakan tarip.

.Menteri Urusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan setel ah
nmendengar Menteri yang bersangkut an dapat dengan syarat - syar at
yang ditetapkan nenberikan penbebasan/pengenbalian sebagi an
atau sel uruhnya bea- masuk untuk :

. barang- barang untuk keperl|uan i badat unmum

.binatang hi dup, termasuk ikan, tanamtanaman dan bahan tananman
unt uk keperluan penbibitan peternakan, perikanan atau
pertani an dan perkebunan:

. barang-barang untuk proyek Penerintah Pusat atau Penerintah
Daer ah yang ber upa "public utilities" yang
di sel enggar akan untuk kepentingan kehi dupan rakyat tanpa
nmengut amakan pendapatan keuntungan |angsung di bi dang
keuangan.

. bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang nyata untuk
di ol ah dal am industri guna nenghasil kan barang hasil
keper| uan kehi dupan r akyat unmum jika pengenaan
sepenuhnya dari bea- masuk akan nengaki bat kan beban

terhadap barang hasil itu yang tidak sepadan dengan
harga dan beban atas barang hasil yang serupa, Yyang
di masukkan;

. barang penbungkus dan barang jadi yang lain, yang ternyata tel ah
di ekspor kenbal i guna pengekspor an hasi | - hasi |
| ndonesi a;

. barang-barang untuk penbangunan proyek yang oleh Penerintah
di akui sebagai proyek nasi onal , seperti nonunmen

nasional, tugu Irian Barat dsb.;

. barang yang berupa hadiah ataupun berdasarkan bantuan teknik,
kerja-sama dan penberian-penberian lain dari Penerintah
dari/atau badan lain dari |uar negeri kepada Penerintabh,
i nst ansi -i nst ansi dan badan didalam negeri jika
penbi ayaan bea-nmasuknya tidak dibebankan atas anggaran
bel anj a Negar a.

. barang- barang (hadi ah untuk penakai an atau perl engkapan | enbaga-

| enbaga ilmu pengetahuan, seperti universitas dsb
sekedar barang-barang itu akan dipakai habis atau akan
tetap nenjadi bagian perlengkapan dari |enbaga yang

ber sangkutan, dan penbi ayaan barang-barang itu tidak
di bebankan atas anggaran bel anja Negar a.

i . barang-barang yang dituj ukan buat nesea, kebon bi natang dan | ai n-

[ain tenpat pengunpulan serupa itu yang terbuka untuk
umum guna disinpan,dipelihara didalammya dan juga
bar ang- barang yang di masukkan oleh atau untuk badan-
badan hukum unmum guna di si npan/ di pel i hara di dal ammya dan
juga barang-barang vyang dinmasukkan oleh atau untuk
badan- badan hukum umum guna penghias |apangan, jal an
atau gedung wumum atau barang-barang yang di masukkan
unt uk tujuan yang serupa termasuk pul a nmaguette-nmaguette
yang bersangkutan segala sesuatunya sekedar penbiayaan



yang berkenaan dengan itu tidak diberatkan kepada
anggar an bel anj a Negar a.

6. Bea- masuk yang di sebutkan dalam tarip adalah jum ah prosentasi
dari harga barang atas dasar COST AND FREIGHT (C & F.)
di hitung kedalam Rupiah nenurut ni | ai tr ansaksi yang
di t et apkan pada pasal 1 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang No.5 tahun 1964.

7. Menteri W usan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan dapat, untuk
pengi npor an barang penunpang yang nyata bukan barang dagangan
dan barang kiriman yang tiba dengan pos, kapal |aut atau kapal
udara, sekedar harganya tidak nelebihi batas-batas tertentu,
nenet apkan peraturan tentang penberian penbebasan sebagi an
atau seluruh bea-masuk yang ternmaksud pada ayat 6 Peraturan
Unum i ni .

RALAT.

- Pada Tp. 60seharusnya Bea masuk 100 tarip GATT 30

- Pada Tp. 361di tanbah "Penbagi an diti adakan"

- Pada Tp. 363Ket ent uan khusus di ubah sbb :

Het van de Post uitgezonderd katoorgaren wordt belast ala linnen
garen, geen weefgaren zijnde(post 359-11)

Menteri U usan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan setel ah
nmendengar Menteri yang bersangkutan, dapat
nmenberi kan sebagian atau seluruh penbebasan
bea masuk wuntuk barang-barang dari pos ini
yang di gunakan unt uk peri kanan.

4 - Pada Tp. 763 Bea masuk seharusnya 50.

5 - Pada Tp. 859-11 ditanbah "D ubah nenjadi;"

6 - Pada Tp. 879-11 ditanbah "Penbagi an di hapuskan".

7 - Pada Tp. 905seharusnya berbunyi :

905D adakan penbagi an :

-l enkel in platen, bladen, staven of stukken van cen regel matige of
bappal de vorm gesneden of gezaagd, ook
gebl eekt, gasl epen  of gepol i j st of op
sportgelijke wjze aan de oppervlake bewerkt

300

N PWNP

-l landere waren daarvan, ook in verbinding net anderee fabrikaten
n.a.g. 800

8 - Pada Tp. 906seharusnya berbunyi

906D adakan penbagi an :

- | Veer sehacht en, zonede schrij f pennen, penseel steel tj es en
mandst ukken voor sigaren- en sigarettenpijpjes
en andere n.a.g. niet het karakter van
gal anteri ewaron dragende artikelen daarvan

300
-1 1 gal anteri ewar en, n.a.g. on tandenstakers en veerschachten
800
9 - Pada Tp. 907 seharusnya berbunyi
907D adakan penbagi an
-lin platen, staven of stukken van een regel nati ge of bapaal de vorm



gasneden of gezaagd, ook gebleekt, gebeitat,
geverfd, gesl epen of gepol i j st of op
soortgelijke wjze aan de oppervl akte bewerKkt.

D dalam dokunmen ini terdapat |lanpiran dalam format ganbar.
Lanpi ran-lanpiran ini terdiri dari beberapa halaman yang
di tanpi | kan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah
sal ah satu butir untuk nmenanpil kan | anpi ran dengan nenekan TAB dan
kermudi an t ekanl ah ENTER
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Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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